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GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 20TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1)
Undarrg-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Organisasi Darr Tata Kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dart Aset Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
PembentukanPropinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Begr Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr.rn 2OOl Nornor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66971;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nornor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 680 1);

5.Undang-Undang...... I 2
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tarnbahan l.embaran Negara Republik ktdonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahwt 2022 Nomor 158);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 terrtang Perang!<at Daerah firmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Penga.wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
firmbaran Negara Republik krdonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Klrusus Provinsi Papua (l*mbaran Negara Republik Indonesia
Tattxt 2O2l Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara Nomor
673O1;

9. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2l Tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Inuk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Bagi Orang Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan l,embaran Negara Nomor
673t1;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahl:rr 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah (kmbaran Negara Reputtlik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 54);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembenh;kan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18
tentang Perubahan Atas Peraftrran Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembenh.rkan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 18 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASBT
DAERAH.

BAB r...../3
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Frovinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah provinsi papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah

Provinsi Papua Tengah.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Satuan Organisasi adalah bagial dalam organisasi pemerintahal pada Badan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.

8. Cabang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya
disingkat CBPKD adalah Cabang Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Badan.

10. Keiompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenja-ng jabatan fungsional yalg
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(i) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

(21 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
T\-rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan perumuszrn dan pelaksanaan
kebijakan di bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a. penlrusun.rn dal perencana€rn urngga-ran daerah;
b. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan

pertanggungiawaban keuangan daerah;

c.menajernen..... f 4
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c. manrJemen pajak daerah dan retribusi daerah, serta lain_lain pendapatan
daerah yang sah;

d. pengelolaan kekayaan daerah;
e. tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di bidang pengelolaan

keuangan daerah; dan
f' fasilitasi dan pembinaan penerapan sistem informasi pemerintahan

daerah bidang keuangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan
menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan r€rncangan Perda tentang ApBD, rancangan perda tentang

Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban ApBD;
b. pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rErncangan perda tentang

Perubahan APBD, dan ranc.rngan Perda tentang pertanggungiawaban ApBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. membantu penyiapan kebijakan dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan
keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat

d. penl'usunan kebijalan pengelolaan APBD;
e. memfasilitasi penerapan sistem informasi pemerintahan daerah bidang

keuangan daerah oleh perangkat daerah;
f. melaksanakan tugas gubernur selaku wakil pemerintah di bidang pengelolaan

keuangan daerah; dal
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas :

1. Subbidang Perencanaan Anggaran I;
2. Subbidang Perencanaan Anggaran II; dan
3. Subbidang Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah.

c. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
1. SubbidangPerbendaharaan;
2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
3. Subbidang Dukungan Teknis Perbendaharaan, Akuntansi dan

Pelaporan.
d. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas :

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah;

2. Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
dan

3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
e.Bidang Perencanaan..... f 4
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e' Bidang Perencanaan dan Evaluasi pendapata, Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang perencanaan dan pengembangan;
2. Subbidang Verifrkasi; dan
3. Subbidang pelaporan.

f. Bidang Pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Pendataan dan pelayanan;

2. Subbidang Penetapan dan penagihan; dan
3. Subbidang Pengawasan dan Keberatan.

g. Cabang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
h. Unit Pela-ksana Teknis Daerah; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Struktw Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam t ampiran yang
mempakan bagian yang tidak terpisa}kan dari Peraturan Gubemur ini.

Bagial Keempat
Kepala Badan

Pasal 6
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Peny.usunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Peny.usunan rancangan Perda tentang APBD, r€rnc€rng€rn Perda tentang

Perubahan APBD, dan r€rncangan Perda tentang pertanggungiawaban
APBD;

c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan fungsi BUD;
e. Pelaksanaan fungsi iainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
g. Membantu pelaksanaan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah di

bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(21 Kepala Badan dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf d berwenang :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran Kas Umum Daerah;
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. Menetapkar SPD;
g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah;

h.Melaksanakan..... I 6
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Melaksalakal sistem akuntansi dan pelaporan keuangaa daerah;
Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
Melakukan pencatatan dan pengesahal dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi penJrusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badal Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan
melakukan pen),usunan program, penyajian data dan informasi, serta
penlrusunan laporan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pen;usunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan RKA-

SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD darl DPA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD;
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
f. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

h
i.
j

Pasal 1O...../7
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Pasal 1O

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan,
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,
urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor;
d. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
e. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
f. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
g. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
h. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan T\rgas;
i. Pemindahan Tugas ASN;
j. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan T\rgas dan Fungsi;
k. SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan;
l. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
m. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
o. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
p. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD;
q. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor;
r. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
s. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penl'usunan

Kebijakan Retribusi Daerah;
t. Penyrrluhal dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah;
u. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
v. Pengolahan Data Retribusi Daerah;
w. Penetapan Wajib Retribusi Daerah;
x. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
y. melakukan tugas kedinasal lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan
melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

e.Koordinasi...../8
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e. Koordinasi dan Peny'usunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKpD;
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan;
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKpD;
h. Peny'usunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran;
i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan
perumusurn kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
Perencanaan Anggaran Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS
dan KUA/PPAS Perubahan;

b. mengoordinasikan penyusunan RKA SKPD dan/atau RKA SKPD
Perubahan;

c. mengoordinasikan pen1rusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD
Perubahan;

d. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubaltan penjabaran APBD;

e. mengoordinasikan dan penl'usunan regulasi serta kebijakan bidang
anggaran Daerah;

f. mengoordinasikan perencana€rn €rnggarurn pendapatan Daerah;
g. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja Daerah;
h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan Daerah;
i. pembinaan perencanaErn penganggaran perangkat daerah dan

Kabupaten/Kota;
j. evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan
APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD
dan;

k. mengoordinasikan pembinaan pen)'usunan peraturan daerah tentang
APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan
daerah tentang perubahan APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang
perubahan penjabaran APB;

1. Pembinaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang
perencanaan anggaran daerah Kabupaten/ Kota;

m. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah;

n.Sosialisasi...../9
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Regulasi Keuangan Daerah Bidang perencanaan Anggarann

o. Penyusunan Kebijalan dan Alokasi Subsidi;
p. pelaksanaan tugas lain dari atasan

dan fungsinya.
sesual dengan tugas

Pasal 13

(1) Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I dipimpin oleh Kepala Subbidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelalsanaan
kebijakan teknis perencanaan anggaran daerah L

(2) Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I, melaksanakan tugas:
a. mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS

dan KUA/PPAS Perubahan;
b. mengoordinasikan penyusun€rn RKA SKPD dan/atau RKA SKPD

Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan urus€rn konkuren;
c. mengoordinasikan penyusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD

Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan urusan konkuren;
d. mengoordinasikan dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang

anggaran daerah;
e. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan daerah;
g. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran

Daerah pada perangkat daerah pelaksanaan urusan konkuren;
h. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 14

{1) Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II dipimpin oleh Kepala Subbidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis perenca.naan anggaran Daerah II.

(2) Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II, melaksanakan tugas:
a. mengoordinasikan pen5rusunan RKA SKPD dan/atau RKA SKPD

Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum, dan unsur
pelaksana otonomi khusus;

b. mengoordinasikan pen5rusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD

Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum, dan unsur
pelaksana otonomi khusus;

c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD;

d.mengoordinasikan..... / 1 0
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d. mengoordinasikan perencana€rn anggaran pendapatan daerah;
e. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang perencanaan Anggaran

Daerah pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum, dan unsur
pelaksana otonomi khusus;

f. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 15

Bagian Ketujuh...../ 1 1

(1) Subbidang Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh
Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan
perLrmusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dukungan teknis perencanaan
anggErran Daerah;

(2) Subbidang Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, melaksanakan
tugas:
a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Bidang Perencanaan Anggaran

Daerah;
b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Bidang Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan

Anggaran Daerah;
d. Pembinaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidalg

perencanaan anggaran daerah Kabupaten/ Kota;
e. mengoordinasikan pembinaan pen5rusunan Peraturan Daerah tentang

APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang
perubahan penjabaran APBD;

f. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
g. evaluasi r€rncang€rn Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan
APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang pembahan penjabaran APBD;

h. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peratural Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota;

i. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota;

j. pembinaan perencanaan penganggaran perangkat Daerah dan
Kabupaten/Kota;

k. Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah;

1. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Bagran Ketujuh
Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan pelaporan

Pasal 16

(1) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis
perbendaharaan, penJrusunan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
rencana f program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi dibidang Bidang Keuangan, kegiatan Akuntansi, serta
Pelaporan dan Evaluasi Keuangan Daerah.

(2) Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi dan pengelolaan di bidang perbendaharaan daerah;
b. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
c. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Lingkup Keuangan Daerah;
e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan,

Akuntansi dan Pelaporan;
f. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
dalam melakukan penyiapan bahan perumusErn dan pelalsanaan kebijalan
teknis Perbendaharaan.

(2) Subbidang Perbendaharaan, melaksanakan tugas:
a. mengoordinasikan dan mengelola Kas Daerah;
b. mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
c. menyiapkan, melaksanakan pengendalian dan menerbitkan Anggaran Kas

dan SPD;
d. menatausahakan pembiayaan Daerah;
e. melakukan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya;

f. melakukan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank;

g. melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;

h. melakukan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

i.melakukan...../ 12
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i. melakukan Rekonsiliasi Data penerimaal dan pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas Sp2D dengan Instansi rerkait
perumusErn kebijakan teknis fungsi penunjang keuangal Bidang
Perbendaharaal;

j. melakukan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dal pengeluaran Kas serta penatausahaan
dal Pertanggungiawaban Sub Kegiatan;

k. melakukan Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
L Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;
m. Penyaluran Bantuan Keuangan
n. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
o. Pengeiolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
p. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan Daerah;
q. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
r. Pembinaan Pengelolaal Keuangan BLUD Provinsi;
s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporar dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam
melakukan penyiapan trahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenalgan Provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Akuntansi.

(2) Sub Bidang Akuntarsi dal Pelaporan, melaksanakan tugas:
a. melakukan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah;
b. melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
c. melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
d. melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah;
e. melakukan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi;

f. melakukan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD ;

g. melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;

h. melakukan penj'usunan Analisis Laporan Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD;

i.melakukan..... / 13
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i. melakukan Penyusunan Kebdakan dan panduan Teknis operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;

j. melakukan Penyusunan Sistem dan prosedur Akuntansi dan pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

k. melakukan Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi;

1. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

m. Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerah;

t. Analisis Investasi Pemerintah Daeralr;
u. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman pemerintah

Daerah;
v. Ana-lisis Perencanaan dan Pelal<sanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan

Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
w. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah;
x. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman

Daerah;
y. pelaksanaan tugas lain dari atasa-n sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Dukungan Teknis Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan
penyiapan bahan/ materi pen5msunan kebijakan strategis, perencanaan,
menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencanaf
program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi
dibidang Keuangan, kegiatal Pelaporan, Evaluasi, dan Dukungan Teknis
Keuangan Daerah.

(2) Sub Bidang Dukungan Teknis Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan,
melaksanakan tugas:
a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Bidang Pelaksanaan, Akuntansi,

Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Bidang Bidang Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pelaksanaan,
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah

d. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah;

f.Eva,luasi..... / l4
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f. Evaluasi Ra,cangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggunglawaban pelaksanaan ApBD
Kabupaten/Kota;

g. Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang perbendaharaan Daerah;
h. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Barang Milik Daerah

Pasal 20

(1) Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas
mengoordinasikan dan melaksanakan Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penilaian, Pemusnahan, Penghapusan,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan,
pembukuan, inventarisasi, dan penl'usunan pelaporan Barang Milik Daerah
serta merumuskan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang
Barang Milik Daerah menyelenggaralan fungsi:
a. Penyusunan Standar Harga;
b. Penyusunan Standar Barang;
c. Penyusunan Standar Kebutuhan;
d. Penl'usunal Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
e. Pelaksanaan kegiatan penggunaan Barang Milik Daerah;
f. Pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
g. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Milik Daerah;
h. Pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah;
i. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
j. Pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah;
k. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang

Milik Daerah;
1. Pelaksanaan kegiatan pengamarlan dan pemeliharaan Barang Milik

Daerah;
m. Pelaksanaan kegiatan pembukuan Barang Milik Daerah;
n. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah;
o. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah;
p. Pelaksalaan kegiatan rekonsiliasi;
q. Mengoordinasikan dengan seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan

kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah;
r. Pen5,'usunan kebijalan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemindahtang€rnan,
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dipimpin oleh kepala sub
bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Barang Milik Daerah
dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaart
Kebutuhan, Penggunaal, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:
a. Penlrrsunan Standar Harga;
b. Penyrrsunan Standar Barang;

c.Penyrsunan .....I 15
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c
d
e
f.

s
h
i.

Penyusunan Standar Kebutuhan;
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
Pelaksanaan kegiatan penggunaan Barang Milik Daerah;
Pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
Pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Milik Daerah;
Pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Pembinaan, pengawasan dan
Pengendalian, pengarnanan dan pemeliharaan dipimpin oleh kepala sub
bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Barang Milik Daerah
dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan, penilaian,
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Pembinaaa, pengawasan dan
Pengendalian, pengamanan dan pemelihara€rn, mempunyai tugas:
a. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
b. Pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah;
c. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang

Milik Daerah;
d. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik

Daerah;
e. Penyrrsunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Sub
Bidalg yang mempunyai tugas membaltu Kepala Bidang Baralg Milik Daerah
dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Penatausahaan Barang
Milik Daerah.

(2) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:
a. Pelaksanaan kegiatan pembukuan Barang Milik Daerah;
b. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah;
c. Pelaksanaan kegiatan penyusun€rn pelaporan Barang Milik Daerah;
d. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi;
e. Mengoordinasikan dengan seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan

kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kesepuluh
Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 24

(1) Bidang Perencanaal dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepa-la
Bidang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan
merumuskan penyusunan kebij akan perenc€rnaan dan evaluasi pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah.

(2)Dalam melaksanakan..... / 16
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana pelalsanaan tugas Bidang perencanaan dan Evaluasi

Pendapatan Daerah;
b. Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelalsanaan

tugas Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
c. Mengoordinasikan penJmsunan rencana kerja dan anggaran Bidang

Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis pemungutan pajak

daerah dan retribusi Daerah.
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis pemanfaatan pajak

Daerah, retribusi Daerah, dana otonomi khusus, dan pendapatan lainnya;
f. Merumuskan perencanaan dan pengembangan pajak daerah dan retribusi

daerah;
g. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dana otonomi khusus pajak daerah,

retribusi daerah, dana otonomi khusus, dan pendapatan lainnya yang
peruntukkannya diarahkan;

h. Menyusun data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
i. Menyusun target pajak daerah dan retribusi daerah;
j. Merumuskan kebijakan ekstensifikasi dan intensifrkasi pajak daerah;
k. Merumuskan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi;
L Merumuskan strategi penyuluhan dan penyebarluasan regulasi dan

informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
m. Merumuskan standar operasional prosedur pengelolaan pajak daerah dan

retribusi daerah;
n. Merumuskan kebijakan pembayaran dan penerimaan pajak daerah dan

retribusi;
o. Melaksanakan verifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

dan otorisator penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
p. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik

internal maupun eksternal;
q. Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
r. Menyrrsun laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah;
s. Menyusun laporan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah;
t. Menlrrsun laporan pemanfaatan pajak daerah, retribusi daerah, dana

otonomi khusus, dan pendapatan lainnya yang peruntukkannya
diarahkan;

u. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Perencana.ul dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan
merumuskan penJrusunan kebijakan teknis perencanan dan pengembangan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, melaksanakan tugas:
a. menJrusun rencErna pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan

Pengembangan;

b.menyiapkan.....l17
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b. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan
tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;

c. mengoordinasikan pen5rusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang
Perencanaan dan Pengembangan;

d, Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis pemungutan pajak
daerah dan retribusi daeraJr;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis pemanfaatan pajak
daerah, retribusi daerah, dana otonomi khusus, dan pendapatan lainnya;

f. Merumuskan perencanaan dan pengembangan pajak daerah dan retribusi
daerah;

g. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dana otonomi khusus pajak daerah,
retribusi daerah, dana otonomi khusus, dan pendapatan lainnya yang
peruntukkannya diarahkan;

h. Menyrrsun data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
i. Men5,'usun target pajak daerah;
j. Mengkoordinasikan penentuan target retribusi daerah
k. Merumuskan kebijakan ekstensifikasi dan intensilikasi pajak daerah;
L Menyusun perda pajak daerah dan retribusi;
m. Merumuskan strategi penyuluhan dan penyebarluasan regulasi dal

informasi pajak daerah dan retribusi daera-h kepada masyarakat;
n. men5rusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;

dal
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Verifrkasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
dalam melalsanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan
kebijakan teknis pengawasan penyetoran dan pembayaran pajak daerah dan
retribusi daerah.

(2) Sub Bidang Verifikasi, melaksanakan tugas:
a. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Verifikasi;
b. Menyiapkan bahan-bahan dal data yang berkenaan dengan pelaksalaan

tugas Sub Bidang Verfikasi;
c. mengoordinasikan penyusun€rn rencana ke{a dan anggaran Sub Bidang

Verifikasi;
d. Merumuskal standar operasional prosedur pengelolaan pajak daerah dan

retribusi daerah;
e. Merumuskan kebijatan pembayaran dan penerimaan pajak daerah dan

retribusi;
f. Melaksanakan verifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

dan otorisator penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. menJmsun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan iingkup tugasnya;

dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan
Daerah dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskal
penyusunan kebijalan teknis pembukuan dan pelaporan pajak daerah dart
retribusi daerah.

(2)Sub Bidang...../18
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(2) Sub Bidang Pelaporan melaksanakan tugas:
a.
b.

Menyusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang pelaporan;
Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan
tugas Sub Bidang Pelaporan;
Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan €rnggaran Sub Bidang
Pelaporan;
Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik
internal maupun eksternal;
Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.
Menatausahakan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah]
Menyusun laporan realisasi pene.imaan pajak daerah dan retribus'i
daerah;
Menyusun laporan pelaksalaan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah;
Menyusun laporan pemanfaatan pajak daerah, retribusi daerah, dana
otonomi khusus, dan pendapatan lainnya yang peruntukkannya
diarahkan;
menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesebelas
Bidang Pemungutan Paj ak Daerah

Pasal 28

(1) Bidarg Pemungutan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai
tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan
kebijakan Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
Pemungutan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. men5rusun rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemungutan Pajak Daerah;
b. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan

tugas Bidang Pemungutan Pajak Daerah;
c. mengoordinasikan penJrusunan rencana kerja dan anggaran Bidang

Pemungutal Pajak Daerah;
d. merumuskan kebijakan pendataan dan pelayanan pendaftaran pajak

daerah;
e. merumuskan teknis administrasi pendataan dan pelayanan pendaftaran

pajak daerah;
f. melaksalakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
g. Merumuskan kebijakan penetapan dan penagihan pajak daerah;
h. merumuskan teknis administrasi penetapan dan penagihan pajak daera-h;
i. melaksanakan penetapan dan penagihan pajak daerah;
j. Merumuskan kebijakan pengawasan dan keberatan atas penetapan pajak

daerah;
k. merumuskan teknis administrasi pengawasan dan keberatan atas

penetapan pajak daerah;
1. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
m. melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
n. menJrusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan iingkup tugasnya;

dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c

d

e
f.

h

1

J

t!
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(1) sub Bidang Pendataan da, pelayanan dipimpin oleh Kepara sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pemungutan pajak Daerah
melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan pJnyusur"i, t"bijuk".,
teknis pendataan dan pelayanal pajak daerah

(2) Sub Bidang Pendataan dan pelayanan, melaksanakan tugas:
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Pasal 29

a- menJrusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang pendataan dan
Pelayanan;

b. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan peraksanaan
tugas Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang
Pendataan dan Pelayanan;

d. merumuskan kebijakan pendataan dan pelayanan pendaftaran pajak
daerah daerah;

e. melaksanakan pendataan pajak daerah;
f. melaksanakan dal pelayanan pendaftaran pajak daerah;
g. melaksanakan penelitian atas dokumen pendaftaran pajak daerah;
h. menghimpun data pajak daerah sebagai dasar pengenaan dan penetapan

pajak daerah dan basis data pajak daerah;
i. men5,,usun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;

dal
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 30

(1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah dalam
meiaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penl'usunan kebijakan
teknis penetapan dan penagihan.

(2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan, melaksanakan tugas:
a. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan

Penagihan;
b. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan

tugas Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang

Penetapan dan Penagihan;
d. Merumuskan kebijakan penetapan dan penagihan pajak daerah;
e. Menyiapkan administrasi penetapan dan penagrhan pajak daerah;
f. melaksanakan perhitungan besaran pajak terutang;
g. melaksanakan penetapan pajak terutang;
h. melaksanakan penagihan pajak terutang;
i. menl.usun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 3 1

(1) Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemungutan Pajak daerah dalam
melaksanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penl'usunan kebijakan
teknis Pengawasan dan Keberatan.

(2)Sub Bidang...../20
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(2) Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan, melaksanakan tugas:
a. Men5,rrsun rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang pengawasan dan

Keberatan;
b. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaaa

tugas Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan;
c. mengoordinasikan pen5rusunan rencana ke{a dan anggaran Sub Bidalg

Bidang Pengawasan dan Keberatan;
d. Merumuskan kebijakan pengawasan dan keberatan atas penetapan pajak

daerah;
e. Menyiapkan administrasi pemeriksaal pajak daerah;
f. Menyiapkan administrasi penyelesaian permohonanan keberatan atas

penetapan pajak daerah;
g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
h. melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
i. meny.usun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan
j. melaksanalan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB III
CBPKD DAN UPTD

Pasal 32

(1) CBPKD mempunyai tugas mernbantu Kepala Badan melaksanakan sebagian urusan
Pemerintalmn yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah ke{anya.

l2l UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/ atau kegiatan teknis penunjang.

(3) CBPKD dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(41 Pembentukan CBPKD dan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
(5) CBPKD dan UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsiona-l mempunyai tugas melakukan kegiatal teknis
pada bidangnya masing-masing pada Badan.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

Kepala Badaa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan.

Pasal 36.....121
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Pasal 36

Pejabat lainnya di lingkungan Badan, diangkat dal diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melalsanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan
pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarrgan,

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan secara berkala dan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan unfuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(71 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib
memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat pada badan
secara berkala.

Pasal 38

Berdasarkan pertimbangan masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan, Kepala
Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasal 41...../22
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Pasal 41

Peraturan Gubernur ini m'ilai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggat 18 November 2022

B.GTJBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD

VALENTINUS SUDAR^'ANTO SUMITO
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 20

aslinya
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